SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 dan
Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membuat
Standar Operasional Prosedur pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional
Prosedur  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

.o
—_

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

6.Undang...



6.

10.

11.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian  Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

nrLbe=

o

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh .
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA
adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendoku-
mentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Pemerintah Kota Banda Aceh.

7. Pejabat...



10.

11.

12.

13.

(1).

(2)-

(1)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu
adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di setiap SKPK/Unit Kerja
Pemerintah Kota Banda Aceh.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat
pengguna informasi.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi public sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan,
penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan,
penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

Pedoman/Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publikyang selanjutnya
disebut dengan SOP adalah pedoman bagi PPID dan
PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Pasal 2

Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai pedoman
mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan
wewenang PPID Kota dalam menyediakan informasi
melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan
informasi publik.

Tujuan SOP adalah sebagai berikut:

a. mendorong terwujudnya implementasi Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif;

b. memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik; dan

c. meningkatkan pelayanan informasi publik untuk
menghasilkan layanan informasi publik yang
berkualitas.

BAB II
PROSEDUR STANDAR

Pasal 3

SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini;

(2) SOP...



(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
terdiri dari:
[. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
[I. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
III. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
IV. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan
V. SOP Fasilitas Sengketa Informasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzukaidah 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3  Agustus 2017 M
10 Dzulkaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 18

alinan sesuai dengan aslinya

f

NIP.T:“I‘"9680824 199903 1 004



